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TINJAUAN PUSTAKA

21. Apotek
1. Definisi Apotek

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempa
dilaksanakannya praktik kefarmasian oleh apotéegiatan di apotek
mencakup pengadaan, penyimpanan, peracikan, péayerabat
kepada pasien, serta pemberian informasi dan kKogserkait obat.
Apotek tidak hanya berfungsi sebagai tempat dissribbat, tetapi juga
sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menjeamanan, mutu,
dan efektivitas penggunaan obat oleh masyarakabh@ikes RI, 2016).

Praktik kefarmasian di apotek harus dilaksanakacarse
profesional, bertanggung jawab, dan sesuai stabadink menunjang
pelayanan yang optimal, apotek wajib memiliki teadgfarmasian
yang kompeten serta sarana dan prasarana yang miendsdam
pelaksanaannya, apoteker bertanggung jawab perhddse kegiatan
pelayanan dan manajemen kefarmasian (Kemenke®R).2

Peran apotek juga mencakup edukasi masyarakat dalam
penggunaan obat yang rasional dan sesuai ind&eakiruh aktivitas di
apotek wajib mematuhi standar pelayanan kefarmagag telah
ditetapkan pemerintah. Gambaran sistem manajenaakapang baik

ditunjukkan dengan adanya kepatuhan terhadap stapdaerapan



sistem informasi, serta peran apoteker dalam mémastmutu
pelayanan kepada masyarakat (Nurhikneal., 2024).
. Tujuan Apotek

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yangkiberla
apotek memiliki tujuan yang berkaitan erat denganiqgkatan mutu
pelayanan kefarmasian serta perlindungan terhadsiprpdan tenaga

kefarmasian. Tujuan-tujuan tersebut dijabarkan gaildaerikut:

a. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian Baik dademek
manajerial maupun Kklinis, agar masyarakat mendapatk
pelayanan yang profesional, akurat, dan sesual@tan

b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat Khusysasian,
dalam hal memperoleh sediaan farmasi yang berraatan, dan
bermanfaat, serta memastikan bahwa penggunaaxlitdiatkan
secara rasional dan bertanggung jawab.

c. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasiantdima
apoteker, dalam melaksanakan praktik profesi sedaagan

kewenangan dan kode etik yang berlaku.

Ketiga tujuan tersebut menjadi landasan utama dalam
penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apoteigaebagian dari
sistem pelayanan kesehatan nasional (Kemenke9Rs)2Tujuan ini
diperkuat dengan petunjuk teknis yang menekankardat mutu dan

akuntabilitas pelayanan apotek (Kemenkes RI, 208#8lain itu,



penelitian terbaru juga menyoroti bahwa pencapéaiguman apotek
sangat dipengaruhi oleh manajemen obat dan kepattdraadap

standar pelayanan kefarmasian (Aini & Apriyanti22§)

. Tugas dan Fungsi Apotek
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indiane
Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan mdafan di
Apotek, tugas dan fungsi apotek dapat dijelaskaaga berikut:
a. Pengabdian Profesi Apoteker
Apotek berfungsi sebagai tempat pengabdian prafesrang
apoteker yang telah memiliki kewenangan hukum dan
kompetensi untuk menjalankan praktik kefarmasian di
masyarakat. Hal ini memastikan praktik kefarmasldakukan
secara profesional dan sesuai standar yang beffsdmenkes
RI, 2016).
b. Sarana Pelayanan Kefarmasian
Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian, atemp
dilakukannya pengelolaan obat, termasuk pengadaan,
penyimpanan, peracikan, dan penyerahan obat kepasian.
Selain itu, apotek juga menyediakan pelayanan nmisr obat

dan konseling bagi masyarakat (Kemenkes RI, 2016).
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c. Tempat Pendistribusian Sediaan Farmasi

Apotek berperan sebagai tempat pendistribusian agedi
farmasi yang aman, bermutu, dan bermanfaat, bapbeobat, bahan
obat, obat tradisional, maupun kosmetika. Semuaaaedfarmasi
diperoleh melalui jalur resmi dan legal untuk memjakeamanan dan
mutu produk (Kemenkes RI, 2016).Tugas dan fungsetrut diperkuat
melalui Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefammasyang
menekankan profesionalisme tenaga kefarmasian dsddiap aspek
pelayanan (Kemenkes RI, 2019). Selain itu, peaelidleh Nurhikmah,
et. al., (2024)menunjukkan bahwa penerapan fungsi apotek yang baik
berhubungan erat dengan manajemen pengelolaarsettatkualitas
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

4. Standar Pelayanan Farmasi di Apotek

Standar pelayanan farmasi di apotek merupakan pmgom
teknis yang wajib dilaksanakan oleh apoteker daaga vokasi farmasi
dalam menjalankan praktik kefarmasian secara povfak Standar ini
bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan, keamandan
keselamatan pasien, sekaligus memberikan kepabkt&nm bagi
tenaga kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Ment@&sehatan
Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, standayaglan farmasi
di apotek meliputi pelayanan bagi pasien dengagpresaupun pasien

tanpa resep (Kemenkes RI, 2016).
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a. Penerimaan dan Penelaahan Resep
Tahap awal pelayanan farmasi bagi pasien dengap res
adalah penerimaan dan penelaahan resep. Kegiatareliputi
pemeriksaan keabsahan resep, kejelasan identisasnpaerta
ketepatan nama obat, dosis, bentuk sediaan, daranatu
penggunaan. Penelaahan resep dilaksanakan untulagtiesmn
terapi yang diberikan aman, rasional, serta seslemgan
kebutuhan klinis pasien.
b. Peracikan atau Penyiapan Obat
Apabila resep memerlukan peracikan, apoteker atau
tenaga vokasi farmasi menyiapkan obat sesuai dekgiaah
profesi. Peracikan dilakukan dengan memperhatiketepatan
dosis, stabilitas obat, serta prinsip sanitasi \aaig. Jika resep
hanya memerlukan obat jadi, penyiapan dilakukanuaes
ketentuan yang berlaku guna menjamin mutu sedeamefsi.
c. Pelabelan dan Penyerahan Obat
Setelah obat selesai disiapkan, langkah selanjattigiah
pelabelan dan penyerahan kepada pasien. Label hemmsiat
informasi yang jelas, antara lain nama pasien, nalpad, dosis,
aturan pakai, serta peringatan khusus bila diparuRenyerahan
obat dilakukan secara profesional untuk memastigasien

menerima obat yang sesuai dengan resep.
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d. Pemberian Informasi dan Konseling Obat
Pemberian informasi kepada pasien mencakup cara
penggunaan obat, waktu pemberian, kemungkinansafielping,
serta interaksi obat yang mungkin terjadi. Apoteljega
memberikan konseling bila diperlukan, dengan tujuan
meningkatkan pemahaman pasien terhadap terapityagga
kepatuhan penggunaan obat dapat tercapai.
e. ldentifikasi Kebutuhan Pasien Tanpa Resep
Pada pelayanan pasien tanpa resep, tahap pertatah ad
identifikasi kebutuhan pasien. Proses ini dilakukaelalui
wawancara singkat atau anamnesis sederhana gunggatien
gejala yang dialami pasien.
f. Pemilihan Obat untuk Pasien Tanpa Resep
Berdasarkan hasil identifikasi, apoteker atau tanag
vokasi farmasi menentukan obat bebas atau obas lietzatas
yang sesuai dengan gejala pasien. Pemilihan olatullan
secara rasional, efektif, dan aman dengan memgetigkan
kondisi pasien.
g. Pemberian Informasi Obat Tanpa Resep
Tahap terakhir pada pelayanan pasien tanpa resdghad
pemberian informasi yang lengkap mengenai caragqueraan
obat, lama penggunaan, serta peringatan atau kudikasi jika

diperlukan. Edukasi ini bertujuan agar pasien dapatggunakan
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obat secara tepat dan terhindar dari risiko efekpgag maupun
kesalahan penggunaan.
Dalam pelaksanaannya, apoteker berkewajiban menyusu
serta menerapkan Standar Operasional Prosedur (e@Q&)s
pada setiap jenis pelayanan yang diberikan. S@Bliat menjadi
pedoman agar pelayanan farmasi berjalan sesuaastprofesi
serta ketentuan peraturan yang berlaku. Selaisetigp kegiatan
pelayanan farmasi wajib didokumentasikan dengak $ebhagai
bentuk pertanggungjawaban apoteker. Dokumentasig yan
sistematis juga mencerminkan akuntabilitas danegrohalisme
dalam menjaga mutu pelayanan di apotek (Kemenke2(RD).
Penerapan standar pelayanan farmasi yang konsretemliki
peran penting dalam menjaga mutu pelayanan di lpktmsistensi
tersebut tidak hanya memastikan bahwa proseduygeda berjalan
sesuai aturan, tetapi juga membantu meningkatkea anan dan
nyaman bagi pasien. Dengan penerapan standar gdqddpercayaan
masyarakat terhadap apotek semakin meningkat gelengan mutu
pelayanan yang terjamin. Penelitian menunjukkanvaakonsistensi
implementasi standar di apotek berkontribusi teabatercapainya

pelayanan farmasi yang lebih berkualitas (Sayy&&atria, 2024).
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5. Faktor-Faktor yang Memengar uhi Pengadaan Obat di Apotek
Pengadaan obat merupakan proses yang kompleksrasial k
dalam operasional apotek karena berkaitan langsdeggan
kelangsungan pelayanan kepada pasien. Dalam prgétibengadaan
tidak hanya terbatas pada pemesanan dan penerohagrietapi juga
mencakup perencanaan kebutuhan, evaluasi pemasogemalian
biaya, serta kepatuhan terhadap peraturan perundatanpgan. Oleh
karena itu, pengadaan obat dipengaruhi oleh berlegar, baik dari
dalam (internal) maupun luar (eksternal) lingkungpotek.
Berdasarkan regulasi dari Kementerian Kesehatda kajian
dari berbagai literatur kefarmasian, terdapat lfiedeor utama yang
memengaruhi proses pengadaan obat di apotek, yaitu:
a. Perencanaan kebutuhan obat.

Perencanaan merupakan dasar dari seluruh aktivitas
pengadaan. Kesalahan dalam meramalkan jenis ddahjwhbat
yang dibutuhkan dapat menyebabkan kelebihan sédodongan
obat, hingga pemborosan. Perencanaan yang rasiepaiknya
didasarkan pada data historis penggunaan, trerapgngan pola
kebutuhan lokal (Aini & Apriyanti, 2023).

b. Modal kerja dan kondisi keuangan apotek.

Ketersediaan modal memengaruhi kemampuan apotek

dalam menyediakan obat yang cukup dan tepat waktu.

Keterbatasan dana operasional dapat menyebabkabef@m
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obat menjadi terbatas, sehingga stok tidak mendwalqutuhan
pasien (Nurhikmakhgt. al., 2024).
c. Kinerja dan keandalan distributor.

Distributor yang kurang responsif, sering terlambat
mengirimkan obat, atau tidak menyediakan obat yang
dibutuhkan, dapat menghambat proses pengadaanlifRemi
mitra distribusi yang kredibel menjadi salah satpek penting
dalam pengadaan (Al Yunus & Maharani, 2022).

d. Fluktuasi harga dan perubahan regulasi.

Harga obat dapat berubah secara tiba-tiba karena
dinamika pasar dan kebijakan pemerintah. Demikiamtea, p
perubahan regulasi terkait pengadaan dan distritloesi dapat
memengaruhi strategi dan fleksibilitas dalam prgsssgadaan
(Kemenkes RI, 2016).

e. Pengaruh promosi dari industri farmasi.

Tawaran diskon, bonus, dan insentif dari produgan a
distributor dapat mendorong apotek membeli obatrdgumlah
besar meskipun tidak sesuai kebutuhan. Jika tidendalikan,
hal ini dapat menyebabkan penumpukan stok danoristat
kedaluwarsa (Hartaywat. al., 2020).

Dengan memperhatikan dan menganalisis faktor-faktor
tersebut, apotek diharapkan mampu menyusun stiaegadaan obat

yang lebih efisien, rasional, dan tepat guna. Feleg pengadaan
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yang baik akan berdampak positif terhadap ketems@dbbat, mutu
pelayanan, serta kepuasan pasien.
. Dampak Pengadaan Obat yang Tidak Efisien
Pengadaan obat merupakan aktivitas penting yangs har

dilakukan dengan perencanaan yang cermat, tepaiasaslan sesuai
dengan kebutuhan pelayanan. Ketika proses pengédakmlilakukan
secara efisien, maka dapat menimbulkan dampakmanggikan tidak
hanya bagi operasional apotek, tetapi juga terh&dalitas pelayanan
kefarmasian secara keseluruhan. Efisiensi pengaddiat harus
mempertimbangkan ketersediaan dana, akurasi per@mca
kelancaran distribusi, dan kepatuhan terhadap atayahg berlaku.
Ketidakefisienan dalam aspek-aspek tersebut akedatmpak serius,
baik dari sisi pelayanan kepada pasien maupunnsagiajerial dan
regulatif.

a. Terjadinya kekosongan oh@tock-out).

Kekosongan obat merupakan kondisi ketika suatwaaadi
farmasi yang dibutuhkan pasien tidak tersedia diedp Hal ini
dapat terjadi akibat ketidaktepatan dalam pererasakebutuhan,
keterlambatan pengiriman dari distributor, atau akgnya
pemantauan stok. Dampaknya adalah terganggunya pasien,
menurunnya kepercayaan masyarakat, serta keruigiansial.
Perencanaan pengadaan yang tidak akurat terbuktjadie

penyebab utama terjadingck-out (Aini & Apriyanti, 2023).
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b. Penumpukan stok dan obat kedaluwarsa.

Pengadaan obat yang tidak berdasarkan analisis
kebutuhan aktual dapat menyebabkan penumpukan stok
(overstock). Obat yang tidak segera digunakan berisiko melewati
masa kedaluwarsa dan menjadi limbah farmasi. Hatidiak
hanya menimbulkan pemborosan sumber daya, tetaja ju
mengunci modal usaha. Kondidead stock ini umum terjadi
akibat lemahnya sistem perencanaan dan evaluagagaan (Al
Yunus & Maharani, 2022).

c. Kerugian ekonomi dan gangguan arus kas.

Ketidakefisienan pengadaan, seperti pembelian obat
dalam jumlah besar karena tergiur promosi atauodisklapat
menyebabkan akumulasi stok yang tidak terpakai.digonini
menjebak modal dalam bentuk persediaan yang tidadtuftif
dan pada akhirnya mengganggu arus kas. Situasigangurangi
kemampuan apotek dalam memenuhi kebutuhan opeahtaom
yang lebih mendesak (Nurhikmad, al., 2024).

d. Penurunan mutu pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian menuntut ketersediaan atmbse
berkelanjutan. Jika pengadaan tidak efisien, pasnemgkin
mengalami keterlambatan mendapatkan obat, harusamege

apotek lain, atau bahkan tidak memperoleh terapg ysesuai.
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Hal ini berdampak langsung pada kepuasan pasien dan
kredibilitas apotek (Al Yunus & Maharani, 2022).
e. Pelanggaran terhadap regulasi dan standar pengadaan
Pengadaan obat harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Permenkes No. 73 72016
mewajibkan apotek untuk melakukan pencatatan, pedap dan
pengadaan sesuai standar pelayanan kefarmasian.
Ketidakpatuhan, seperti membeli dari distributdak resmi atau
tidak melakukan dokumentasi, dapat menimbulkan sank
administratif hingga pencabutan izin (Kemenkes2RI,6).
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
pengadaan obat yang tidak efisien membawa dampdtidmensi,
mencakup aspek teknis, keuangan, pelayanan, hieggétas. Oleh
karena itu, strategi pengadaan yang rasional, bsrbata kebutuhan,
serta sesuai regulasi menjadi hal yang krusial kuntfuenjamin
keberlangsungan pelayanan kefarmasian yang bedantprofesional.
. Strategi Pengadaan Obat yang Efisien di Apotek
Pengadaan obat yang efisien merupakan langkahegsat
dalam mendukung pelayanan kefarmasian yang opttnapotek.
Efisiensi pengadaan tidak hanya berkaitan dengarepetan dan
ketersediaan dana, tetapi juga mencakup ketepatanganaan, seleksi
distributor, pengelolaan stok yang sistematis adegpatuhan terhadap

prosedur operasional dan regulasi. Ketidakefisietegrat berdampak
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pada kekosongan stok, kelebihan obat yang tida&ridigan, hingga
kerugian ekonomi. Oleh karena itu, strategi pengadgang efektif
perlu dirancang secara menyeluruh dan terukur.

a. Perencanaan kebutuhan obat secara tepat dan terukur

Langkah awal yang krusial dalam pengadaan obaaladal
perencanaan yang didasarkan pada data pemakailoraaia,
tren penyakit, serta estimasi permintaan musimarerfeanaan
berbasis data ini akan meminimalisir risiko kekagmmaupun
kelebihan stok (Aini & Apriyanti, 2023).

b. Klasifikasi obat prioritas dan rotasi stok.

Apotek sebaiknya menerapkan klasifikasi prioritaatp
misalnya dengan mengelompokkan obat ke dalam katésgd
moving, slow moving, dandead stock. Selain itu, prinsip rotasi
persediaan juga harus diperhatikan, ydtust In First Out
(FIFO), yang berarti obat yang pertama kali maswakus
digunakan terlebih dahulu, seRast Expired First Out (FEFO),
yaitu obat dengan tanggal kedaluwarsa terdekat sharu
diprioritaskan penggunaannya. Penerapan kedua igprims
berperan penting dalam menjaga mutu obat dan mahceg
terjadinya kedaluwarsa (Al Yunus & Maharani, 2022).

c. Evaluasi berkala terhadap pola permintaan dan pleanbe

Strategi pengadaan harus dilengkapi dengan mamgtori

rutin, misalnya mencatat data penolakan resep &astok
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kosong. Evaluasi ini membantu apotek menyesuaikiategi
pengadaan berikutnya agar lebih akurat dan efi®emhikmah
et. al., 2024).

d. Kemitraan dengan distributor yang andal.

Seleksi distributor yang memiliki legalitas, remithaik,
serta konsistensi dalam pengiriman menjadi fakéortipg untuk
menjamin kelancaran suplai obat. Pengadaan waldkukan
melalui jalur resmi sesuai dengan regulasi penaritBPOM,
2021).

e. Pencatatan dan dokumentasi pengadaan yang transpara

Setiap proses pengadaan harus terdokumentasi dengan
baik, termasuk bukti pemesanan, faktur, dan susddnj
Dokumentasi yang lengkap mendukung akuntabilitaga se
mempermudah evaluasi internal maupun audit dariakpih
eksternal (Kemenkes RI, 2016).

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, lapdapat
meningkatkan efisiensi dan keandalan pengadaan oitghindari
potensi kerugian, serta memastikan keberlangsungelayanan
kefarmasian yang bermutu dan profesional.

. SOP dan Regulas Pengadaan Obat di Apotek

Proses pengadaan obat di apotek harus dilaksanakan

berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP)slasglan sesuai

regulasi yang berlaku. SOP ini merupakan pedomatlite yang
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mengatur seluruh tahapan pengadaan, mulai dari ngaraan
kebutuhan obat, pemesanan, penerimaan, penyimpamagga
pendistribusian kepada pasien. Pelaksanaan SOP kangisten
bertujuan untuk menjamin ketersediaan obat yangimuknutunya
terjaga, serta penggunaan sumber daya apotek saem (Aini &
Apriyanti, 2023).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Repuldidniesia
Nomor 73 Tahun 2016, setiap apotek wajib melakydeamgadaan obat
melalui prosedur yang terstandarisasi, meliputi:

a. Perencanaan kebutuhan obat.

Perencanaan kebutuhan obat dilakukan berdasarian da
historis, pola permintaan, dan tren penyakit di yaeskat.
Dengan adanya perencanaan yang baik, apotek dapat
menghindari risiko kekosongan maupun kelebihan shak.

b. Pemilihan distributor resmi.

Pemilihan distributor harus mempertimbangkan legsi
reputasi, dan konsistensi pengiriman obat. Apotakbibekerja
sama dengan distributor resmi sesuai regulasi \aentpku
(Kemenkes RI, 2016).

c. Pencatatan dan dokumentasi transaksi.
Setiap transaksi pengadaan, mulai dari pemesanggai

penerimaan barang, wajib dicatat secara lengkad. ikla
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termasuk pencatatan faktur, bukti pengiriman, sddkumen
pendukung lain yang menjadi arsip administratif.
d. Pemeriksaan kualitas dan kuantitas obat.

Obat yang diterima harus diperiksa secara cermtakun
memastikan kesesuaian jumlah, bentuk, dan mutu ateng
pesanan. Pemeriksaan ini bertujuan menjamin olvat giderima
aman digunakan oleh pasien (Kemenkes RI, 2019).

Selain regulasi nasional, BPOM juga mengatur pehamh
obat melalui Peraturan Nomor 24 Tahun 2021, yangeksnkan
pentingnya pengawasan penyimpanan, transportasi,pdacatatan
obat agar tidak terjadi kerusakan, kehilangan, @wnyalahgunaan
selama proses distribusi (BPOM, 2021). Peraturan juga
mengharuskan apotek menyiapkan SOP internal tepleaigendalian
stok, inspeksi rutin, dan audit internal secardler

Dalam praktiknya, SOP pengadaan obat di apotek déapasun
berdasarkan prinsip supply chain management dasifikksi obat
menurut metode ABC. Dengan menerapkan metode potek dapat
mengidentifikasi obat prioritagfast moving), obat sedandmedium
moving), dan obat jarang digunakgdow moving) untuk mengatur
frekuensi pemesanan serta mengoptimalkan penggunedal kerja

(Fauziah & Sanjaya, 2020).
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Penerapan SOP dan regulasi secara konsisten meaemalitaat
ganda, yaitu menjaga kelancaran operasional aposekta
meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien. dsvatutin
terhadap implementasi SOP juga penting dilakukantukun
menyesuaikan proses pengadaan dengan dinamika katgesediaan
obat, dan perubahan regulasi terbaru (Setianingr@holisah, 2024).
Dengan demikian, pengadaan obat di apotek dajisdihakan secara
efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan stamatlayanan
kefarmasian yang berlaku.

. Bagan alir proses pengadaan obat

Bagan alir pada subbab ini menggambarkan urutarateeg
pengadaan obat di Apotek Cespleng Sidaharja selperaode
penelitian. Alur ini digunakan untuk memastikan iagget tahapan
pengadaan berjalan sesuai prosedur, mulai damgamaan kebutuhan
hingga evaluasi akhir. Bagan ini disusun berdasarkadoman
pengelolaan perbekalan farmasi yang diterbitkarh qkéemenkes,

2016) dan disesuaikan dengan kondisi operasionatiekp
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Perencanaan Penyusunan
MULAI Kebutuhan Permintaan
Obat. Pengadaan.
Pencatatan Penggrr]naan Pengajuan
Stok dan . Pesanan ke
Pemeriksaan Co
Pembayaran Obat Distributor
: Monitoring dan
Pe“gg‘aﬂa”a“ Evaluasi SELESAI
Pengadaan

Gambar 2.1 Bagan alir proses pengadaan obat dekpot

10. Evaluas dan Monitoring Pengadaan Obat di Apotek

Evaluasi dan monitoring pengadaan obat merupakhapta
krusial dalam manajemen farmasi di apotek karemtumgsi untuk
menilai efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian peagn terhadap
kebutuhan nyata di lapangan. Kegiatan ini tidakyhanenjadi kontrol
mutu internal, tetapi juga menjadi dasar pengambkiputusan untuk
perbaikan proses pengadaan berikutnya (Azha'ehhal., 2024).
Apotek yang melakukan monitoring secara rutin ddphth cepat
mendeteksi masalah seperti kekurangan atau kefebisik,
keterlambatan distribusi, maupun tingginya jumldratomati dead
stock (Irnawati, et. al., 2020).

Proses evaluasi dilakukan dengan meninjau datagpeagn

obat, tingkat rotasi stok, jumlah penolakan resegibad
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ketidaktersediaan obat, serta laporan pembeliani ¢&riode
sebelumnya. Hasil evaluasi ini digunakan untuk meemyurnakan
sistem perencanaan dan pemesanan. Misalnya, deregeyetahui obat
mana yang cepat habis atau lambat bergerak, apdtgkat
menyesuaikan kuantitas pengadaan dan mencegah Imambe
berlebihan (Aini & Apriyanti, 2023).

Monitoring juga mencakup penilaian terhadap kinerja
distributor, ketepatan waktu pengiriman, serta ikamlobat yang
diterima. Jika ditemukan penyimpangan dari SOP,tekpavajib
melakukan tindakan korektif untuk mencegah terulgagmasalah
serupa. Dokumentasi hasil monitoring sangat pentiagtuk
mempermudah proses audit internal maupun eksteteahasuk
pengawasan oleh Dinas Kesehatan (Setianingrum &isahg 2024).

Dalam praktiknya, evaluasi dan monitoring efektémrerlukan
sistem pencatatan yang baik, staf yang kompetata &emitmen
manajerial agar pengadaan obat menjadi proses garanis dan
berorientasi pada mutu. Apotek yang menerapkanuasaldan
monitoring secara konsisten akan lebih adaptifagap perubahan
kebutuhan pasien dan mampu menjaga kontinuitasyaea
kefarmasian secara profesional (UNG e-Journal, 2024
. Penggolongan Obat sebagai Dasar Pengadaan di Apotek

Penggolongan obat adalah klasifikasi resmi yangtajikan

pemerintah untuk mengatur peredaran, penggunaanpe&gyawasan
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obat di masyarakat. Sistem penggolongan ini pewmtaigm pengadaan
obat di apotek karena setiap golongan memiliki legjuprosedur, dan
tanggung jawab berbeda, baik dalam perencanaan.eSaean,
penyimpanan, maupun pelayanan kepada pasien. Tyaaadalah
untuk menjamin keamanan, efektivitas, dan rasitaslpenggunaan
obat sesuai kondisi pasien (Kemenkes RI, 2016).
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomdiai8n
2016 dan pedoman BPOM Nomor 24 Tahun 2021, terdagat
golongan utama obat di apotek: obat bebas, obatsbidbatas, dan
obat keras (BPOM, 2021).
a. Obat Bebas
Obat bebas dapat dibeli langsung tanpa resep ddéter
ditujukan untuk pengobatan sendiri terhadap penyakgan
dengan risiko efek samping rendah. Obat ini dilogo lingkaran
hijau dengan garis tepi hitam (Kemenkes RI, 20Tx)ntoh:
parasetamol, oralit, dan multivitamin umum. Pengadga
relatif fleksibel, tetapi tetap memerlukan pencatatdan
penyimpanan yang baik agar mutu dan ketersediatrtetaga

(Fauziah & Sanjaya, 2020).

Gambar 2.2 Logo Obat Bebas

(Sumber: Kemenkes RI, 2016)
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b. Obat Bebas Terbatas
Obat bebas terbatas masih dapat dibeli tanpa restapi
penggunaannya harus diawasi karena potensi efghirsghebih

tinggi. Ditandai dengan logo lingkaran biru danig&epi hitam,

serta informasi peringatan pada kemasan. ContohM CT

(klorfeniramin maleat), dekongestan, dan obat bawrkentu

(BPOM, 2021). Pengadaannya mensyaratkan pencadn

ketat dibanding obat bebas, dan jumlah pengadaans ha

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Hartetyual.,

2020).

Gambar 2.3 Logo Obat Bebas Terbatas
(Sumber: BPOM, 2021)

c. Obat Keras
Obat keras hanya dapat diperoleh dengan reseprdiakte
diberikan di bawah pengawasan apoteker. Logo: #iregk merah
dengan huruf “K” di tengah. Obat keras meliputiilaiotik,
antihipertensi, antidiabetik, antiepilepsi, serbatopsikotropika
dan narkotika (Kemenkes RI, 2016). Pengadaan @vatkvajib

mengikuti prosedur ketat:
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1) Dari distributor resmi dengan surat pesanan resmi.
2) Pencatatan pengadaan dan penggunaan yang akurat.
3) Penyimpanan secara terpisah dan terkunci (BPOML)202
Obat bebas dan bebas terbatas dapat dipesanestiais
tren permintaan masyarakat, sedangkan obat kerageriukan
prosedur lebih ketat untuk mencegah penyalahgu(iazewati
t. al.,, 2020). Pemahaman penggolongan obat penting agar
strategi pengadaan aman, efektif, dan sesuai |@g(Ami &
Apriyanti, 2023). Penggunaan logo golongan obardebOP dan
dokumentasi apotek juga berfungsi sebagai alat asiluagi
petugas dan pasien, meningkatkan kepatuhan, darastikan
pengadaan bertanggung jawab (Anti Khaerunnisa &afdyah,

2025).

Gambar 2.4 Logo Obat Keras
(Sumber: Kemenkes RI, 2016)
12. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen gentin
yang memengaruhi kualitas pelayanan kefarmasianapmbtek.
Ketersediaan dan kompetensi SDM sangat menentufektivéas
kegiatan mulai dari pengadaan hingga pelayanan kadpstda pasien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Repuldibnesia Nomor
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73 Tahun 2016, setiap apotek wajib dikelola oleta¢m kefarmasian
yang profesional, meliputi apoteker dan Tenaga Sbkarmasi (TVF)
(Kemenkes RI, 2016). Petunjuk Teknis Standar Paky&efarmasian
juga menegaskan bahwa tenaga kefarmasian haruslargn tugas
sesuai dengan standar operasional prosedur (SORY yelah
ditetapkan (Kemenkes RI, 2019).
Adapun jenis dan peran sumber daya manusia di lapote

dijelaskan sebagai berikut:

a. Apoteker

Apoteker merupakan tenaga kesehatan profesiona yan
telah menempuh pendidikan profesi apoteker, mendikRA
dan SIPA, serta bertindak sebagai Apoteker Penargggdawab
Apotek (APA). Apoteker memimpin dan bertanggunggbvatas
seluruh aspek pelayanan kefarmasian, termasuk g@gaaga
penyimpanan, penyerahan obat, serta pemberiamiagrdan
konseling kepada pasien.

b. Tenaga Vokasi Farmasi (TVF)

Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) adalah tenaga pendukung
yang telah menyelesaikan pendidikan diploma dirmdarmasi
dan memiliki STR. TVF bekerja di bawah pengawagaoteker
dan membantu dalam penyiapan obat, pelabelan, dakasi,
pengemasan, dan pengelolaan stok, serta kegiatamiantasi

lainnya yang mendukung pelayanan farmasi.
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c. Pengelolaan Jumlah dan Kompetensi SDM

Pengelolaan jumlah dan kompetensi SDM, yaitu setiap
apotek wajib menyesuaikan jumlah tenaga kefarmadgagan
beban kerja, volume pelayanan, serta jam operdsapuek.
Apotek juga berkewajiban memastikan bahwa seluartaga
kefarmasian mengikuti pelatihan atau pembinaanradwerkala
guna menjaga dan meningkatkan kompetensi dalamtilprak
kefarmasian.

Dengan adanya pembagian peran yang jelas dan
pelaksanaan fungsi sesuai standar, sumber dayasraadu
apotek diharapkan dapat menyelenggarakan pelayanan
kefarmasian yang aman, bermutu, dan sesuai dergfariuhan
masyarakat (Hartayet. al., 2020).

13. Sarana, Prasarana, dan Peralatan Apotek
Sarana, prasarana, dan peralatan merupakan eleeméingp
yang wajib dimiliki apotek dalam rangka menjamimypelenggaraan
pelayanan kefarmasian yang aman, bermutu, danisgandar. Tanpa
dukungan fasilitas yang memadai, pelayanan obatdeepasien tidak
dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, Kementeriéesehatan
Republik Indonesia melalui Permenkes No. 73 Tah0&62telah

menetapkan standar minimum sarana, prasarana, etatatan yang
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wajib tersedia di setiap apotek (Kemenkes RI, 20dédentuan ini juga
dipertegas dalam Petunjuk Teknis Standar Pelaydefarmasian di
Apotek (Kemenkes RI, 2019).

a. Bangunan dan ruang pelayanan.

Apotek harus memiliki struktur bangunan yang pereman
dan dirancang sesuai dengan kebutuhan pelayanarmesfian.
Ruang yang wajib tersedia meliputi ruang pelayaeaap, ruang
tunggu pasien, ruang penyimpanan obat, ruang kagsgika
ada), dan ruang administrasi. Semua ruang haruslikieiata
letak yang ergonomis dan memenuhi prinsip sanitasi.

b. Sistem pencahayaan dan ventilasi.

Setiap ruang pelayanan harus memiliki pencahayaag y
cukup dan ventilasi yang baik untuk menjaga kenyeamagasien
serta keamanan dalam menangani obat. Pada ruayigypanan
obat, suhu dan kelembaban harus dikontrol sestemtkean agar
stabilitas dan mutu obat tetap terjaga.

c. Peralatan teknis pelayanan.

Peralatan dasar seperti timbangan analitik, gelas, u
mortar dan pestle, spatula, botol sediaan, etfexta peralatan
pelabelan wajib tersedia dan digunakan sesuai guodeeralatan
ini menunjang kegiatan teknis kefarmasian sepesta@kan,

penyiapan, dan penyerahan obat.
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d. Perangkat sistem informasi dan dokumentasi.

Apotek harus memiliki sistem pencatatan dan
dokumentasi yang dapat berbasis manual maupumrldig§istem
ini mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluabat
pelayanan resep, serta rekam pelayanan farmasinSisformasi
yang baik akan meningkatkan efisiensi dan akuratyanan
(Hartayu,et. al., 2020).

e. Sarana pendukung keamanan dan keselamatan kerja.

Apotek wajib menyediakan alat pelindung diri (APD)
seperti sarung tangan, masker, dan jas laboratdsagntenaga
kefarmasian dalam melaksanakan tugasnya, terutaaa s
menangani obat berisiko tinggi atau bahan kimigbdteaya.
Selain itu, harus tersedia alat pemadam api rifgBAR), sistem
keamanan seperti CCTV dan brankas penyimpanan obat.

2.2. Apotek Cespleng Sidaharja
1. Sgarah Apotek Cespleng Sidaharja
Apotek Cespleng Sidaharja merupakan cabang kedua da
Apotek Nulung Farma yang bernaung di bawah PT. Mi&kuma Group.
Apotek ini hadir sebagai bagian dari pengembangyganian kesehatan
yang lebih luas kepada masyarakat. Apotek Cesplealni resmi

beroperasi pada tanggal 3 November 2023.
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Peresmian operasionalnya ditandai dengan acard gpsaming
yang diselenggarakan pada hari Jumat.Direktur Ru Harma Group
melihat adanya peluang besar di Desa Sidaharjay yaerupakan
wilayah padat penduduk. Namun, hingga saat itunbeékrdapat satu
pun apotek yang berdiri di tengah desa tersebutiaBarkan kondisi
tersebut, PT. Miku Farma Group mencoba untuk megigtem apotek
yang berlokasi strategis di pusat Desa Sidahammgah tujuan
memberikan kemudahan akses layanan kesehatamnteratalam hal
ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat

Apotek Cespleng hadir untuk melayani berbagai beasuhan
kefarmasian, yang mencakup layanan home care, lkognsangsung
dengan apoteker, pemberian informasi obat kepadayarekat,
penyediaan alat kesehatan (alkes), serta tentualgyami resep dokter.
Kehadiran layanan-layanan ini diharapkan dapat neeikdn manfaat
nyata bagi masyarakat dalam menjaga dan meningkdtkalitas
kesehatannya.

Adanya Apotek Cespleng di Desa Sidaharja, hara@anny
masyarakat desa dapat memperoleh obat yang telikdsn tepat obat,
dan tepat dosis, sesuai dengan prinsip pelayarfamiasian yang baik.
Kemudahan dalam memperoleh obat dan layanan keselahnya
menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkarsaksrhadap

fasilitas kesehatan yang sebelumnya sulit dijangkatlayah tersebut.
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Lebih dari itu, kehadiran apotek ini diharapkan rpam
mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhasl@mgnya
menjaga pola hidup sehat. Dengan akses obat yaitgreudah dan
layanan kefarmasian yang lengkap, masyarakat Dekdh&ja Kini
memiliki sarana yang memadai untuk mendukung keéaehsehari-

hari.

. Visidan Misi

Visi:
Menjadi apotek terpercaya yang dikenal masyaragbagai tempat
pelayanan kefarmasian yang cepat, tepat, dan ogsple
(Cespleng Apoteke, Cespleng Obate) Cepat, Efeldif, Solutif.
Misi:
a. Menyediakan pelayanan kefarmasian yang profesioaaiah,
dan berorientasi pada keselamatan pasien.
b. Menjadi apotek pilihan utama masyarakat Desa Sigaltan
sekitarnya.
c. Menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan
terjangkau.
d. Meningkatkan edukasi masyarakat tentang penggloizsryang
benar melalui informasi dan konseling.
e. Berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup yasskat

melalui akses pelayanan kefarmasian yang mudabejzat.
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3. Struktur Organisasi Apotek Cespleng Sidaharja

Struktur Organisasi Apotek Cespleng disusun untukngatur

pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksg®ayanan

kefarmasian. Adapun susunan Struktur Organisasibet dapat dilihat

pada bagan berikut.

Pemilik Sarana Apotek (PSA
apt. Nurul Fakhmi, S.Farm.

Apoteker Penanggung Jawab (AP
apt. Bayu Permadi, S.Farm.

Apoteker Pendamping (Aping
apt. Nurul Fakhmi, S.Farm.

Tenaga Vokasi Farmasi (TVF)
Regina Sanny, A.Md, Farm.

Asisten Tenaga Vokasi Farmasi
(Asisten TVF)
1. Santika Andhina L

Gambar 2.5 Strukur Organisasi Apotek Cespleng
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Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian tetdakerangka teori

ini menggambarkan hubungan antara faktor-faktorgyamemengaruhi

pengadaan obat di apotek, standar pelayanan yang Haenuhi, tujuan

pengadaan, serta dampak apabila pengadaan tidakabeefisien. Skema

berikut memudahkan pemahaman alur dan keterkaiitzn komponen:

Faktor Yang Mempengar uhi
Pengadaan Obat
Perencanaan kebutuhan
Pemilihan pemasok
Pemesanan & penerimaan
Penyimpanan obi

pwnNpE

Standar Pelayanan
1. Permenkes No. 73/2016

2. Aspek mutu &
keamanan

Faktor Internal

N

3. Pengelolaan stok obat

(Nurhikmah,et. al., 2024)

Perencanaan kebutuhan obal
Ketersediaan Modal kerja

rAwnNPRE

Faktor Eksternal
Ketersediaan obat dari distributor
Fluktuasi harga
Kebijakan Regulasi Pemerintah
Promosi dari industri
(Kemenkes RI, 2016)

A

Pengadaan Obat

1.
2. Pemilihan pemasok
3. Pemesanan &

penerimaan
4. Penyimpanan obat
(Aini & Apriyanti, 2023)

Tujuan Pengelolaan

Perencanaan kebutuhap Pengadaan

1. Tepat jenis
2. Tepat jumlah
(Nurhikmah,et. al., 2024)

Gambar 2.6 Kerangka Teori

Dampak Yang Tidak Efisien

1. Kelebihan stok

2. Kekosongan obat

3. Stok mati

4. Kerugian ekonomi/klinis
(Setianingrum & Cholisah, 20z
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24. KerangkaKonsep

Kerangka konsep merupakan gambaran yang menjelasikamgan
antara variabel yang diteliti dalam suatu pendlitiada penelitian ini,
kerangka konsep digunakan untuk menganalisis fdlkbor yang
memengaruhi pengadaan obat di Apotek Cespleng &idatiaktor yang
dikaji meliputi faktor internal dan faktor eksteln@aktor internal terdiri dari
perencanaan kebutuhan obat, ketersediaan modaJ #arj pengelolaan stok
obat yang berperan dalam menjaga ketersediaandobpbtek. Sedangkan
faktor eksternal meliputi ketersediaan obat dastritiutor, fluktuasi harga,
serta kebijakan atau regulasi pemerintah yang deggshengaruhi proses
pengadaan obat. Melalui kerangka konsep ini ditkamap dapat
menggambarkan hubungan antara faktor-faktor tetsgddam mendukung

kelancaran pengadaan dan ketersediaan obat dilA@etgpleng Sidaharja.



Berikut adalah kerangka konsep penelitian ini:

38

Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Pengadaan Obat

Standar Pelayanan
1. Permenkes No. 73/2016
2. Aspek mutu & keamanan

Faktor Internal

1. Perencanaan kebutuhan obat

2. Ketersediaan Modal kerja
3. Pengelolaan stok obat

PwDdDPE

Faktor Eksternal
Ketersediaan obat dari distributor
Fluktuasi harga
Kebijakan Regulasi Pemerintah
Promosi dari industri

Strategi & Kebijakan
Apotek

Efektivitas Pengadaan
Obat

Gambar 2.7 Kerangka Konsep




